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Pemkab Gorontalo Utara Sesuaikan Belanja Daerah Dalam P-APBD 2023 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/227898/pemkab-gorontalo-utara-sesuaikan-belanja-daerah-dalam-p-apbd-2023 

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi 

Gorontalo, melakukan penyesuaian belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023. 

 

"Pengajuan P-APBD Tahun Anggaran 2023, kami lakukan dalam Rapat Paripurna DPRD 

Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka penyampaian perubahan kebijakan umum anggaran 

(KUA) dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD TA 

2023," kata Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di Gorontalo, Selasa. 

 

Penyesuaian belanja daerah kata Bupati Thariq Modanggu merupakan rangkaian pendanaan 

kegiatan yang berada pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 

Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan 

Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun 

Anggaran 2023. 

 

Melalui PMK tersebut, pemkab melakukan aklimatisasi terhadap sumber dana pelaksanaan sub 

kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Peruntukan, terutama pada bidang 

Pekerjaan Umum, Pendidikan, dan Kesehatan, serta penggajian formasi pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja (PPPK). 

 

Selain itu ada penyesuaian atas sisa lebih perhitungan anggaran SiLPA tahun anggaran 

sebelumnya sebesar Rp114,5 miliar menjadi Rp75,4 miliar yang mempengaruhi sisi belanja 

daerah. 

 

Bupati mengatakan, pada Perubahan Anggaran Tahun 2023, pendapatan mengalami estimasi 

ulang pada beberapa komponen termasuk rekonsolidasi pada sisi belanja, namun kebijakan 

anggaran tersebut tidak mengabaikan pertimbangan pencapaian beberapa bidang dan indikator 

kinerja daerah terutama pada sektor-sektor prioritas yang tersurat pada RPJMD Kabupaten 

Gorontalo Utara Tahun 2018 hingga 2023. 

 

Oleh karena itu, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 menadah asumsi yang berbeda dengan 
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KUA induk yang ditetapkan sebelumnya dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan 

yang dibutuhkan, disesuaikan dengan skala prioritas, serta capaian target program dan 

kegiatan. 

 

Bupati merinci singkat Kebijakan Perubahan Anggaran Tahun 2023, dimana pendapatan 

daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan meskipun terjadi pergeseran antar 

komponen pembentuk nya, yaitu Rp707,8 miliar. 

 

Untuk struktur belanja daerah, mengalami penurunan 5 persen setara Rp40,6 miliar, terdiri dari 

belanja operasi mengalami penurunan dibanding yang sebelumnya dianggarkan yaitu dari 

Rp481,6 miliar menjadi Rp457,8 miliar. 

 

Belanja Modal yang dianggarkan Rp188,7 miliar sebelum perubahan, menjadi senilai Rp172,8 

miliar. 

 

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebelum Perubahan sebesar Rp1,5 miliar menjadi sebesar 

Rp800 juta. Belanja Transfer berubah dari Rp133,9 miliar menjadi senilai Rp133,6 miliar. 

 

Pemerintah daerah berharap kata bupati, perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut 

dapat dibahas Badan Anggaran DPRD untuk disepakati. 

 

"Meski disadari bersama bahwa waktu yang dimiliki cukup terbatas. Namun dengan kapasitas 

dan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo 

Utara, ditambah dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, saya yakin Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan dengan baik," katanya. 

 

Perubahan APBD tersebut kata bupati pula, juga sesuai dengan apa yang diharapkan bersama 

untuk mewujudkan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. *** 
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Sumber Berita: 
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a. Pasal 6 ayat (1), Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 

b. Pasal 6 ayat (2) huruf c, Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): diserahkan 

kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola 

keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

c. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;  

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;  

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah;  

d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;  

e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. 

d. Pasal 16: 

(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun 

dengan Peraturan Daerah.  

(2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.  

(3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-

lain pendapatan yang sah.  

(4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. 

e. Pasal 28: 

(1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan 

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD 

selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk 

dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. 

(3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas 

bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan 

Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:  

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;  
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b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit 

organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.  

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. 

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun 

anggaran yang bersangkutan berakhir. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

pada: 

a. Pasal 1 angka 2, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

b. Pasal 1 angka 4, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

c. Pasal 1 angka 22, Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

d. Pasal 1 angka 23, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

e. Pasal 37, DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

f. Pasal 155, Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam 

tahun anggaran berjalan untuk:  

a. menutupi defisit anggaran;  

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;  
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c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui 

anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;  

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;  

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan 

Pemerintah;  

f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau 

g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah 

ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan 

sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran 

berjalan. 

g. Pasal 161: 

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

160 menjadi dasar perubahan APBD. 

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila 

terjadi:  

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;  

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar 

organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis 

belanja;  

c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau  

e. keadaan luar biasa. 

h. Pasal 162: 

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:  

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;  

b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau  

c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

(2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan 

KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 
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(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 

penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan 

sebelumnya. 

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 

penjelasan:  

a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD 

tahun anggaran berjalan; 

b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam 

perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan  

c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan 

dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

i. Pasal 165, Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih 

dahulu dalam Perubahan DPA SKPD danf atau RKA SKPD. 

j. Pasal 169: 

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat 

minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.  

(2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA 

dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun 

anggaran berkenaan. 

k. Pasal 170: 

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah 

bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) menjadi 

pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.  

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:  

a. Program dan Kegiatan baru;  

b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 

c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau  
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d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format 

RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan 

kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan. 

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 

minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. 

l. Pasal 178: 

(1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala 

Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda 

tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada 

perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

m. Pasal 179: 

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah 

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

(3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah 

ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 

sebelumnya. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja 

Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan 

Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, pada: 

a. Pasal 11 Ayat (1), Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang 

ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, 

bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD 

Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Pasal 11 Ayat (3), Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian 

DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

APBD Tahun Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan 
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penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Pasal 12, Belanja yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah 

ditentukan, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari 

sumber pendanaan lainnya. 

d. Pasal 13, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang 

penggunaannya telah ditentukan diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, mengatur bahwa: 

a. Pasal 3: 

(1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran 

dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; 

dan 

(2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Pasal 4 ayat (2), APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan 

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, 

rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 


